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BAB IV 

DINAMIKA POLITIK  

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

 

A. Peta Politik di DPW PPP Jawa Timur Pasca Muktamar VIII Surabaya 

Roda partai politik pada dasarnya selalu melaju cepat untuk mewujudkan 

cita-cita partai. Partai Persatuan Pembangunan sendiri merupakan salah satu partai 

tertua di Indonesia yang masih tetap eksis dan terlibat proses demokrasi di 

Indonesia. 41 (empat puluh satu) tahun lalu para ulama‟ dan tokoh-tokoh Islam 

bersepakat untuk bersatu dan bergabung dalam wadah perjuangan Partai 

Persatuan Pembangunan. Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah panjang 

dibanding partai-partai politik Islam lainnya, PPP memiliki keunggulan sebagai 

modal dasar  perjuangan, yaitu latar belakang historis sebagai fusi politik penerus 

perjuangan empat partai Islam. Fusi ini tidak hanya menjadi dokumen historis, 

tapi juga merupakan kekuatan strategis yang tetap aktual untuk menyatukan sikap 

perjuangan politik umat. 

Dengan keberagaman dari 4 (empat) aliran yang sekaligus  menjadi awal 

berdirinya PPP selain menjadi nilai tambah bagi PPP karena latar belakang 

historisnya yang kuat tetapi juga menjadi penyebab munculnya konflik di tubuh 

PPP. Menurut Soerjono Soekanto, “Konflik adalah sebuah proses sosial individu-

individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan 

menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Jika dikaitkan dengan 

PPP sendiri maka corak dari masing-masing aliran memungkinkan untuk 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 

 

menimbulkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan  konflik-konflik 

sendiri. Hal ini jelas akan  terjadi, karena masing-masing  partai  bisa  mempunyai 

interest atau  tujuan yang mungkin saling bertentangan. Awal  mula timbulnya  

konflik di tubuh PPP sendiri sudah ada sejak masa Orde Baru. PPP saat itu mulai 

berkonflik seputar tentang pembagian  jatah kursi kepengurusan. Hal ini menjadi 

wajar melihat karena memang  di dalam tubuh PPP memiliki 4 (empat) corak 

sekaligus, yakni NU (Nahdlatul Ulama‟), Sarikat Islam (SI),  Muslim Indonesia 

(MI), dan juga Partai Islam Perti. Dan konflik PPP yang sekarang seputar tentang 

adanya faksi-faksi di dalamnya. Faksi PPP tidak hanya ada pada level pusat, 

melainkan juga sudah memunculkan faksi-faksi juga di tubuh PPP bahkan di level 

bawah, dalam penelitian ini yakni DPW PPP Jawa Timur. 

1. Faksi-faksi dalam DPW PPP Jawa Timur 

Adapun konflik elit PPP di tingkat pusat hingga akhirnya menyebabkan 2 

(dua) Muktamar sekaligus dan  menghasilkan dua kubu yakni antara kubu Djan 

Faridz  dan kubu Romahurmuziy juga terdapat di PPP tingkat Provinsi, yaitu 

DPW PPP Jawa Timur. 

Kubu Romahurmuziy yang merupakan Ketua Umum terpilih hasil Muktamar 

Surabaya di tingkat DPW PPP Jawa Timur adalah Musyaffa Noer yang juga 

menjabat sebagai Ketua Umum DPW PPP Jawa Timur. Sedangkan kubu Djan 

Faridz di level DPW PPP Jawa Timur diwakili oleh Masykur Hasyim. 
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a. Akar Konflik PPP di Jawa Timur 

Bagi kubu Djan Faridz, kepengurusan DPP PPP dibawah kepemimpinan 

Ketua Umum Djan Faridz berdasarkan hasil Muktamar VIII PPP (Muktamar 

Jakarta) adalah sah karena memang Muktamar VIII Jakarta ini dilaksanakan pada 

masa kerja pemerintahan baru dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Partai, yaitu: 

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Undang- Undang  No 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik. 

2. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PPP. 

3. Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, 

tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat. 

4. Tidak ada pengajuan keberatan atau sanggahan ataupun upaya hukum 

lainnya dari pihak manapun (termasuk pihak Sdr. H.  Romahurmuziy) atas 

terbitnya Keputusan Mahkamah Partai DPP.  

 

Merupakan hal yang wajar apabila kedua kubu yang ada saling mengakui 

keabsahan pihaknya sendiri. Berikut pernyataan Musyaffa‟ Noer selaku Ketua 

Umum DPW PPP Jawa Timur versi Romahurmuziy: 

“Muktamar Jakarta banyak yang bukan peserta hanya pokok ada orang dan bikin SK 

baru. Pesertanya banyak yang abal-abal dan mekanismenya juga tidak demokratis. Di 

Surabaya kan hanya aklamasi, tapi Jakarta sana kan ada 2 calon, Yani itu, tapi tiba-

tiba aklamasi. Konflik itu bisa gampang diselesesaikan tidak tergantung internal. 

Sekarang intervensi tergantung kenapa mau diintervensi. Era nya beda dengan dulu. 

Sekarang yaa bebas dari pemerintah, hanya menjembatani. Jangan kemudian 

diartikan pemerintah memberikan rekomendasi kepada Menkumham itu sebagai 
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intervensi. Rekomendasi itu ya aturan, undang-undangnya seperti itu. Persoalannya 

pihak kedua itu kan bukan PPP sehingga belum mengerti karakter dan kultur PPP. 

Djan Faridz itu orang baru, belum pernah menjadi kepengurusan PPP kurang lebih 

satu periode. Hanya saja saat itu kan Soeharso kan kena kasus dan itu masa jatahnya 

PPP era SBY akhirnya SDA menunjuk Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan 

Rakyat yang bukan kader dan belum masuk pengurus msih di luar struktur. Maju 

ketua umum belum memenuhi syarat. Kalo Romy kan memang kader. Dulu 

konfliknya ya dinamika politik partai, selesai. Lah konflik sekarang malah bentuk 

pengurus baru. Sekarang full internal. Di pusat ditunggangi koalisi, KMP. Seakan-

akan kita tidak melawan Pak SDA, tapi koalisinya. Di Jawa Timur aman, praktis gak 

ada apa-apa”. 

Mengutip pendapat Maurice Duverger yang menyebutkan penyebab terjadinya 

konflik ada 2 (dua), yakni: (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual 

seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan 

orang lain. (2) Sebab-sebab kolektif,  adalah penyebab konflik yang terbentuk 

oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota 

kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah 

yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya. Menurut penulis, 

penyebab konflik poin kedua inilah yang cocok dengan konflik PPP yang terjadi 

sekarang. Sebab kolektif ini dapat dilihat dari adanya faksi-faksi ditubuh Partai 

PPP dan akhirnya menimbulkan konflik yang semakin memanas setahun 

belakangan seputar kubu SDA (Suryadharma Ali) yang memutuskan  untuk 

berkoalisi dengan KMP (pasangan Prabowo) dan kubu Emron Pangkapi yang 

berkoalisi dengan KIH (pasangan Jokowi). Pada akhirnya dua kubu tersebut 

menyebabkan pula dilaksanakannya Muktamar sebanyak dua kali dan berimbas 

pada munculnya kubu baru lagi hasil dari Muktamar tersebut. Dimana ada kubu 

Romahurmuziy yang terpilih melalui Muktamar Surabaya dan juga kubu Djan 

Faridz hasil Muktamar Jakarta. 
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Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya memang terdapat faksi-

faksi (kubu) di dalam DPW PPP Jawa Timur, yakni kubu Romy yang mayoritas 

menjadi pengurus di DPW PPP Jawa Timur dan juga kubu Djan Faridz. Selain 

harus mengetahui tentang penyebab munculnya konflik hal lain yang juga erat 

kaitannya dengan konflik itu sendiri adalah pihak yang berkonflik. Dalam 

penelitian ini pihak yang dimaksud adalah 2 (dua) kubu yang ada dalam DPW 

PPP Jawa Timur. Adapun kedua kubu ini bisa disebut sebagai elit dari partai 

politik PPP. Menurut Laswell, “Elit Politik mencakup semua pemegang 

kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil 

mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat”. 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka elit politik yang dimaksud 

adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan partai, adapun mereka adalah yang masuk dalam struktur 

kepengurusan. Hal ini terbukti dari pihak yang berkonflik adalah memang mereka 

yang memiliki jabatan penting dalam partai. Sejak awal mula konflik PPP tentang 

perbedaan pandangan politik itu, pihak yang berkonflik adalah elit partai PPP 

yakni SDA selaku Ketua Umum dan Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua. 

Konflik berlanjut pada adanya dualisme kepemimpinan dan klaim kepengurusan, 

antara kubu Djan Faridz dengan kubu Romahurmuziy. Mereka berdua juga jelas 

merupakan elit dari partai PPP karena sama-sama menyandang sebagai status 

Ketua Umum terpilih dari Muktamar VIII yang dilaksanakan di tempat yang 

berbeda. 
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Kubu Djan Faridz sesuai dengan pendapat Suzanne Keller yang 

menyebutkan bahwa yang disebut dengan elit adalah mereka yang tetap 

berpengaruh sekalipun tidak masuk dalam kepengurusan, karena memang di DPW 

PPP Jawa Timur sendiri hanya boleh ditempati oleh mereka yang pro dengan 

Romy selaku Ketua Umum PPP periode 2014-2019 hasil dari Muktamar VIII 

Surabaya. Oleh sebab itu mereka yang tidak pro dengan Romy sekalipun pada 

periode sebelumnya menjadi pengurus di DPW PPP Jawa Timur maka 

diberhentikan. Kubu Djan Faridz sendiri dalam penelitian ini adalah Masykur 

Hasyim (selaku Ketua DPW PPP Jawa Timur versi Djan Faridz) dan juga 

Mujahid Anshori (Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur versi Djan Faridz). Dan 

jelas elit politik dari kubu Romy adalah segenap jajaran pengurus di DPW PPP 

Jawa Timur, namun dalam penelitian ini ada Musyaffa Noer (Ketua DPW PPP 

Jawa Timur), Didik Noerman dan Zuman Malaka. 

2. Model Konflik 

Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika politik di tubuh PPP pun 

semakin hebat. Termasuk di dalamnya adalah konflik internal antar pengurus 

yang akhirnya menimbulkan dualisme kepemimpinan. Yang paling aktual adalah 

saat Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Perbedaan pandangan politik terkait 

koalisi partai saat pilpres ini pun akhirnya menimbulkan faksi-faksi pula dalam 

tubuh PPP. Kubu SDA yang lebih pro kepada Prabowo tetap saja bersikukuh 

dengan pilihannya adalah keputusan partai, dan kubu Emron Pangkapi juga yakin 

dengan pilihannya untuk berkoalisi dengan Calon Presiden nomor urut 2 (dua) 

saat itu yakni Jokowi dan Yusuf Kalla. Dan akhirnya kedua kubu ini tidak hanya 
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memiliki perbedaan pandangan  politik  melainkan juga menyelenggarakan  2 

(dua) Muktamar Partai di tempat yang berbeda.  

Jika membahas tentang konflik maka harus ditelusuri juga apakah 

penyebab dari munculnya konflik tersebut. Bukan rahasia umum lagi bahwa 

konflik yang terjadi pasti ada sebab dan musababnya. Jika dikaitkan dengan PPP, 

awal mula PPP mulai berkonflik adalah karena adanya perbedaan pandangan 

politik terkait dengan pilihan untuk koalisi. Menurut penulis penyebab dari 

munculnya konflik perbedaan pandangan politik tersebut bisa dikarenakan adanya 

intervensi dari pihak luar (dalam hal ini pemerintahan). Saat itu, SDA 

memutuskan untuk berkoalisi dengan pasangan Prabowo, namun ada di internal 

partai PPP juga yakni kubu Emron Pangkapi lebih memilih untuk pro dengan 

Jokowi.  

Kembali pada persoalan konflik yang ada di tubuh PPP hingga berdampak 

pula pada DPW PPP Jawa Timur, semua itu berawal dari perbedaan pandangan 

politik. Dampaknya pada DPW PPP Jawa Timur sendiri akhirnya menghasilkan 

faksi ataupun kubu di dalamnya.  

Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) 

Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 

kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau 

terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan 

bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. 

(3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar 

dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat di atasi 
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dengan menggunakan komunikasi. Menurut penulis konflik elit Partai PPP yang 

ditandai dengan terjadi perbedaan pandangan antara Suryadharma Ali dengan  

Romahurmuziy, termasuk kedalam bentuk konflik yang dikemukakan oleh Fisher 

yaitu Konflik Permukaan karena Suryadharma Ali dan Romahurmuziy secara 

personal berbeda pemikiran secara politik. Perbedaan pemikiran, pendapat, dan 

pilihan inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang dikenal dengan istilah 

konflik permukaan karena konflik ini yang tahu adalah masing-masing pribadi 

dan tidak telihat secara kasat mata karena tidak menggunakan benda-benda fisik. 

Berdasarkan penjelasan di atas konflik Partai PPP juga masuk kedalam konflik 

laten. Hal ini jelas berbeda dengan konflik PPP jaman Orde Baru yang hanya 

melibatkan internal partai dan berkutat soal jatah kursi seperti yang telah disebut 

di atas. Model konflik PPP sekarang bukan lagi soal aliran yang akhirnya menjadi 

fusi politik ini, melainkan juga melibatkan faktor eksternal ataupun intervensi 

pihak luar. Jika masa Orde Baru, persoalan aliran dalam PPP selalu menjadi awal 

mula dari konflik juga, maka sekarang PPP sudah tidak begitu memperhatikan 

soal itu. Konflik PPP sekarang dominan persoalan kepentingan dan juga 

kekuasaan. 

Dan untuk persoalan awal mula munculnya konflik di tubuh PPP yang 

ditandai dengan perbedaan pandangan politik antara SDA dan juga Romy, maka 

yang juga harus diperhatikan adalah apa yang menjadi sebab awal hingga 

munculnya perbedaan pandangan politik itu. Menurut penulis, perbedaan 

pandangan politik yang terjadi di PPP terlebih menjelang pilpres tahun 2014 lalu 

dikarenakan besarnya kepentingan dari satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Ini membuktikan bahwasanya konflik PPP sekarang bukan  hanya melibatkan 

internal partai saja melainkan juga sedikit banyak sudah melibatkan  pihak luar. 

Logikanya tidak akan ada perbedaan pandangan dalam hal berkoalisi jika tidak 

ada pula intervensi dari pihak luar.   

Berikut pernyataan Musyaffa‟ Noer selaku Ketua Umum DPW PPP Jawa 

Timur versi Romahurmuziy
36

: 

“Saat pileg, pak SDA hadir di kampanye Gerindra. Yang paling tragis pak SDA kan 

kasih sambutan dan sangat mengelukan sosok Prabowo. Padahal saat Rapimnas PPP 

itu Pak Surya diusulkan untuk jadi Calon Presiden dari PPP. Diutuskan kader untuk 

jadi capres kok malah mengelukan sosok lain. Tidak lazimnya ketum partai malah 

koalisi pas pileg. Temen temen kecewa. Sejak itu mulai goyah juga. Sehingga untuk 

menyelamatkan PPP ya pak SDA harus mundur sajalah. Asal usulnya konflik ya 

internal” 

Hal senada juga diungkapkan oleh kubu Djan Faridz terkait dengan adanya 

kepentingan hingga memunculkan kubu-kubu dalam PPP. Berikut pernyataan dari  

Masykur Hasyim
37

: 

“Ada keinginan untuk tampil memimpin. Ambisi lah. Kubu Romy menghendaki 

segera diadakan pergantian pengurusan. Kubu Surya ya manut AD ART saja, 

melaksanakan Muktamar setidaknya setahun setelah masa pemerintahan baru. 

Yang dipakai alasan Romy itu Surya kan terdakwa tapi kan belum punya 

kekuatan hukum. Nah Romy malah ngangkat Emron yang sudah pernah di 

penjara. Kalo terdakwa jadi alasan supaya segera diganti eh yang diusulin jadi 

ketua selanjutnya malah narapidana. Muktamarnya Romy itu ya bukti 

pemberontakan. Di masa jeddah bukane islah tapi malah bikin muktamar sendiri. 

Pemberhentiannya Surya itu gak sah, wong memang bukan rapat. Mahkamah 

Partai menyarankan untuk islah jadi yaa pemecetan 09 Oktober itu gak sah. 15 

Oktober pagi, Yusuf Kalla jemput Kyai Maimun biar ikut muktamar Surabaya, 

tapi beliau tak mau. Romy itu ambisi tapi diperalat orang lain. Mahkamah Partai 

menunjuk Majelis Syariah untuk melaksanakan Muktamar, masih dimasukkan 

kok orangnya Romy tapi gak datang. Muktamar Jakarta yang sah karena memang 

dilaksanakan pada masa pemerintahan baru. Kubu Djan Faridz ini taat AD ART 

juga, sekaligus ada etikanya. Romy itu dibawa SDA kok, belum tutuk wes ambisi 

jadi ketua, gak ada etikanya”  

                                                           
36Musyaffa‟ Noer, Wawancara, Inderapura Surabaya, 08 Juli 2015  
37

Masykur Hasyim, Wawancara, Wonocolo Surabaya, 01 Juli 2015. 
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 Menurut penulis, konflik dari PPP ini adalah karena adanya perbedaan 

kepentingan sehingga memunculkan kubu-kubu juga di dalamnya. Perbedaan 

pandangan politik tidak akan terjadi apabila internal partai solid menyatukan suara 

demi terwujudnya visi misi partai sebagai yang terpenting di atas kepentingan 

ataupun ambisi pribadi. Sejak berdirinya PPP sendiri memang sudah familiar 

dengan konflik hanya saja yang menjadikannya berbeda dengan konflik PPP yang 

sekarang adalah intervensi pemerintah yang lebih kuat ditambah lagi ambisi 

pribadi dari aktor tertentu juga menyebabkan PPP semakin rentan mengalami 

perpecahan. 

Adanya faksi-faksi dalam DPW PPP Jawa Timur jika dilihat dalam 

konteks faksionalisme maka sesuai dengan pendapat Patrick Köllner bahwasanya 

faksionalisme dibagi menjadi 3 yakni geng faksi, faksi kline (pribadi), dan faksi 

organisasi (pelembagaan faksi). Faksi dalam DPW PPP Jawa Timur ini sesuai 

dengan Faksi Organisasi. Faksi dilembagakan atau organisasi, adalah jenis yang 

paling formal. Jenis ini memiliki mekanisme dalam merekrut anggota, dan 

memiliki aturan dan prosedur formal daripada mengandalkan ikatan pribadi 

rekrutmen pemimpin-pengikut. Indikator yang sering berlaku untuk jenis 

golongan ini mencakup memiliki pejabat, yang tunduk pada aturan formal dan 

mengikuti prosedur biasa, memiliki nama atau simbol non-pribadi untuk 

kelompok. Hal ini sesuai dengan faksi dalam DPW PPP Jawa Timur yang masing-

masing dari faksinya membentuk kepengurusan. 

Dalam konteks internal parpol, penyebab faksionalisme diantaranya kuat 

dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan partai, 
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dan ketiga karakter patronase. Pertama dalam konteks ideologi, parpol dengan 

basis ideologi yang kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat terhadap 

perpecahan internal. Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, semakin 

rentan pula lah partai tersebut terhadap perpecahan. PPP sendiri khususnya di 

DPW PPP Jawa Timur juga memang selalu berpegang teguh pada azas Islam yang 

memang menjadi acuan partai hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan 

terkadang menjadi yang lebih menggoda. Kedua, parpol dengan tradisi 

kepemimpinan yang baik juga lebih siap dalam mengelola benturan politik 

internal dibandingkan parpol dengan corak kepemimpinan kharismatik atau 

kepemimpinan instan, karena sebagian besar penyebab faksionalisme terkait 

dengan persaingan dalam merebut kendali politik partai. Di DPW PPP Jawa 

Timur bisa muncul faksi-faksi di dalamnya juga dikarenakan adanya persaingan 

antar faksi untuk merebut kendali politik partai. Yakni antara kubu Musyaffa Noer 

dan juga kubu Masykur Hasyim. 

Ketiga, faktor internal lain yang sangat memperngaruhi pengelolaan 

faksionalisme adalah karakter patronase di dalam partai. Model patronase politik 

tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan kader-kadernya yang 

sangat bersifat informal dan personal berpotensi besar mengancam struktur legal 

formal partai. Karena loyalitas personal justru menjadi lebih menentukan daripada 

mekanisme formal. Hal ini terlihat dari loyalitas personal terhadap patron politik 

lebih kuat daripada loyalitas terhadap platform perjuangan partai. Namun 

sebaliknya dengan model patronase politik yang lebih modern, hubungan patron 

politik dan kadernya lebih bersifat organisasional-formal. Patronase model ini 
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lebih sesuai dengan prinsip partai modern dan dapat memiliki fungsi strategis 

sebagai mesin pembangunan institusi partai. Sampai akhirnya muncul faksi-faksi 

dalam DPW PPP Jawa Timur ini dikarenakan tidak optimalnya pelembagaan 

partai. 

3. Dialektika antar Faksi di DPW PPP Jawa Timur 

PPP yang sejak mulai berdiri pun sebenarnya sudah akrab dengan konflik, 

sebab memang merupakan fusi politik yang memiliki 4 (empat) macam 

keberagaman. Hanya saja konflik PPP jaman dahulu jelas berbeda dengan konflik 

PPP sekarang. Sesuai dengan pernyataan dari Masykur Hasyim selaku Ketua 

DPW PPP Jawa Timur versi Djan Faridz
38

: 

“Dulu persoalan fusi atau aliran NU, PERTI, MI,SI. Dulu konflik berkutat di jatah 

kursi aja. Misal kalo ketua NU ya sekretarisnya MI. Kalo ideologi kita sama-sama 

sepakat jadi partai Islam. Dulu permasahan di internal, tidak ada intervensi. Tapi 

sekarang bukan persoalan aliran, bahkan aliran sendiri sudah semakin kabur. Kalau 

sekarang konflik yang ada sudah tidak tentang aliran lagi tapi ada pihak luar itu 

masuk dan ngobok-ngobok, dan akhirnya terbawa, khususnya menjelang pilpres. Jadi 

perpecahannya itu kasarane Jokowi atau Prabowo. Jadi sekarang itu ada faktor 

„eksternal‟, kalo dulu kan murni internal. Sekarang antara KIH atau  KMP. Sekarang 

kalau aliran sudah kabur dan tidak dominan, bahkan pecah sekalipun bisa kerjasama 

dengan aliran yang berbeda. Sekarang konflik lebih dominan pada kepentingan dan 

kekuasaan”. 

Adapun kubu Romahurmuziy pun juga sepakat tentang konflik yang melanda 

di tubuh internal PPP ini berbeda dengan konflik PPP jaman dulu. Berikut adalah 

pernyataan dari Musyaffa‟ Noer selaku Ketua Umum DPW PPP Jawa Timur
39

: 

“Dulu konfliknya ya dinamika politik partai, selesai. Lah konflik sekarang malah 

bentuk pengurus baru. Sekarang full internal. Di pusat ditunggangi koalisi, KMP. 

Seakan-akan kita tidak melawan Pak SDA, tapi koalisinya. Di Jawa Timur aman, 

praktis gak ada apa-apa Kelompok SDA menggungat keputusan MENKUNHAM 

tentang hasil Muktamar Surabaya. Dikabulkan gugatannya. Tapi bukan serta merta 

                                                           
38Masykur Hasyim, Wawancara,  Wonocolo Surabaya,  10 Juni 2015.  
39 Musyaffa‟ Noer, Wawancara,  Inderapura Surabaya,  10 Juli 2015.  
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dia menang. Berhubung ya SDA masuk (menjadi tersangka) jadi gak mungkin 

diteruskan. Masih ada kesempatan untuk banding, dan kasasi. Sekalipun nanti di 

tingkat PT TUN dimenangkan oleh pihak manapun tetap keputusan kembali ke hasil 

Muktamar 5 tahun lalu yaitu SDA Ketua Umumnya dan Romy sekretaris. Djan 

Faridz itu hanya orang baru”. 

Jadi jelas sudah perbedaan antara konflik PPP jaman dahulu dengan konflik 

PPP yang sekarang. Adapun perbedaannya terletak pada penyebab munculnya 

konflik dan juga pihak yang berkonflik. PPP masa Orde Baru penyebab 

konfliknya hanya seputar tentang pembagian jatah kursi di kepengurusan, semisal 

ketuanya dari pihak NU maka sekretarisnya harus dari MI. Namun konflik PPP 

yang sekarang walaupun memang masih seputar pembagian kekuasaan, tetapi 

juga melibatkan pihak luar dalam konflik internalnya. Yang disebut dengan 

intervensi pihak luar adalah kemungkinan pemerintah untuk ikut campur sehingga 

memunculkan perbedaan pandangan politik atas dasar pertimbangan-

pertimbangan tertentu pastinya. 

Fakta ini menjadi menarik karena memang PPP yang merupakan partai 

politik Islam sekalipun juga rentan dihinggapi konflik. Jika dikaitkan dengan 

kepengurusan di DPW PPP Jawa Timur sendiri, maka peta politik yang terbentuk 

karena konflik yang terjadi di elit partai PPP adalah terdapat faksi-faksi juga di 

dalamnya.  

 Latar belakang PPP yang merupakan fusi politik dari 4 (empat) partai 

politik Islam yang tersohor waktu itu pun menyebabkan PPP sendiri juga terbiasa 

menghadapi banyak perbedaan tentunya. Hanya saja saat itu perbedaan tidak 

menjadi masalah sebab karena yang menjadi prioritas adalah visi misi partai. 

Perbedaan pandangan itu kini menjadi masalah karena ambisi pribadi yang lebih 
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dikedepankan. Terlebih memang PPP sendiri diisi oleh kepengurusan yang 

90%nya menganut NU. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masykur Hasyim: 

“Kepengurusan di PPP itu 90% NU. Tetap ada yang bukan NU tapi ya akur satu 

sama lain. Sekarang itu aliran semakin kabur, yang ada cuman kekuasaan dan 

kepentingan pribadi”. 

Sekalipun menjadi faksi yang berbeda satu sama lain, tetapi tetap sepakat 

bahwasanya PPP memang tetap didominasi oleh masyarakat Nahdiyin. Berikut adalah 

pernyataan Musyaffa‟ Noer: 

“PPP dilahirkan dari 4 fusi. Tetapi kan harus berjalan alami. Kalo dari unsur itu 

tidak ada ya jangan dipaksakan. Kalo di Jawa Timur ya emang mayoritas NU. 

Kalo di DPW secara alami tidak ada deskriminasi. Masih ada semua unsur itu 

yang paling dominan ya NU. Pengurus DPW mayoritas NU. Kalo pemberhentian 

itu kan penegakan disiplin. Gak boleh rangkap jabatan. Kalo memang memilih 

kita (Romy) ya tidak dipecat. Kalo memilih sana ya harus diberhentikan kan 

menegakkan aturan. Harus tertib administrasi supaya tidak ada indisplinenan 

partai” 

Menjadi pihak yang sama-sama berkonflik dan mewakili kubu di elit PPP 

di level DPW Jawa Timur, Musyaffa‟ Noer yang merupakan kubu Romahurmuziy 

berpendapat bahwa adanya faksi di DPW PPP Jawa Timur ini bukanlah masalah 

penting. Bahkan ada nama Masykur Hasyim yang merupakan kubu Djan Faridz 

bukanlah hal yang mengganggu bagi DPW PPP Jawa Timur. Berikut 

pernyataannya: 

“Konflik PPP itu hanya di tingkat atas, tidak sampai berdampak pada 

konstituente hanya saja mereka memprihatinkan kok sampai ada konflik gini. 

DPW gak ada, DPD gak ada. Masalahnya yang bikin konflik kan pihak dalem 

juga. Kelompok Djan Faridz bikin SK DPP, bikin SK DPW, bikin SK DPD. 

Makanya kalo boleh saya katakana, Djan Faridz cs seperti pak Maskur lebih 

kepada embrio partai politik baru. Kalo namanya konflik tidak begitu, tidak 

kemudian menyusun kepengurusan sendiri. Mestinya merebut yang ada.  

Bagaimana sana menang kemudian strukturnya mengikuti kebawah Ini kan egak, 

disini masih konflik, dia membentuk pengurus dibawah. Pak Maskur gak ada 

kaitannya dengan DPW. DPW kan SK nya 5 tahun lalu. Pak Maskur ketua 

gimana gak pernah musywil. Pak Maskur kan SK dari Djan Faridz, lah Djan 

Faridz SK nya dari mana. Partai kan harus ada legalitas pemerintah. Kalo dia 
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konflik pun harusnya jangan membentuk pengurus baru ya yang di Jakarta itu 

diselesaikan. Secara otomatis kalo dia menang yaa saya ikut dia. Harusnya 

ngayomi bukan malah ambisi jabatan. Status PPP tetap berjalan, selama belum 

ada inkrah keputusan akhir pengadilan, SK Menkumham masih berlaku, dan 

Romy kan yang sah. Konflik tidak berpengaruh pada konstituente. Seluruh DPR 

Jawa Timur, DPD struktural komit pada Muktamar Surabaya karena mereka tahu 

hukum. Struktur Pak Maskur itu protolan dari PPP yang gak laku, semuanya 

dirangkul. Ada yang main comot, struktur DPD kita dicomot aja namanya tanpa 

pemberitahuan. Yang penting sana itu ada nama ada kepala dimintakan SK sana. 

Pemerintah Jawa Timur kalo ada apa apa ya berhubungan dengan saya bukan pak 

Maskur”.  

Sama halnya dengan Djan Faridz di level atas yang tidak terlalu ambil 

pusing dengan statement dari Romahurmuziy yang menganggap bahwa 

kepengurusan dirinya tidak sah, maka di level DPW PPP Jawa Timur pun sama. 

Berikut pernyataan Masykur Hasyim: 

“Kepengurusan yang sah itu kubu Djan Faridz. Tapi memang untuk DPW Jatim 

masih orangnya Romy semua. Bisa aja usir mereka wong yang jelas legal ada di kita ini 

SK nya, tapi saya fokus konsolidasi sampai ke cabang  untuk kemaslahatan partai”.  

Tidak adanya integrasi dalam partai PPP sehingga menyebabkan 

disintegrasi dalam partai, otomatis akan memberikan hambatan terkait 

progresifitas parpol terkait (PPP). Namun disatu sisi juga ada pendapat 

bahwasanya kalau ada manajemen  konflik yang tepat dan valid maka akan 

memberikan peluang progresifitas terhadap organisasi ataupun partai terkait.  

B. Masa Depan Partai Persatuan Pembangunan 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, partai politik adalah instrumen 

penting dalam dunia politik. Tak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai 

politik kecuali sistem politik otoriter dimana raja atau penguasa dalam 

menjalankan kekuasaannya sangat bergantung kepada tentara dan polisi. Di 

parlemen misalnya para anggota parlemen dipilih rakyat melalui mekanisme 
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pemilu yang dijalankan partai politik. Kekuatan partai politik juga yang 

menentukan hampir sebagian besar proses kepemimpinan di Indonesia termasuk 

pemilihan presiden Indonesia dan pemimpin lembaga negara lainnya.  

Mengingat peran strategisnya dalam kehidupan politik Indonesia, partai 

politik menjadi bagian penting dalam memperoleh kekuasaan. Itu mengapa setiap 

orang atau kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok Islam mendirikan 

partai politik. Diharapkan pendirian parpol dapat menjadi alat efektif kelompok 

Islam dalam memperjuangkan keyakinan, aspirasi dan kepentingannya sehingga 

menjadi keputusan bersama yang mendapatkan legalitas secara hukum. Maka 

tidak mengherankan, sepanjang sejarah Indonesia, parpol Islam terus berusaha 

mengambil peran aktif sejak pemilu pertama kali digelar. 

Dalam masa kepemimpinan Soeharto, kanalisasi politik umat Islam dalam 

wadah Partai Persatuan Pembangunan sempat memunculkan harapan akan 

penyatuan suara umat Islam kepada PPP. Harapan itu lahir, mengingat dominan 

umat Islam adalah penduduk mayoritas negeri ini. Apalagi sebelumnya, Masyumi 

pernah berhasil memegang peranan penting dalam perpolitikan Indonesia pada 

tahun 1955. Nyatanya sepanjang Orde Baru berkuasa, parpol Islam kehilangan 

daya tarik disebabkan kuatnya dominasi Partai Golkar yang dikendalikan 

Soeharto. Dengan bermodalkan kekuatan Golkar, birokrasi dan militer, denyut 

nadi kehidupan parpol Islam semakin jauh terpendam masa itu.  

Jika dilihat pada Pemilu 2004, PKB mendapatkan 62 kursi (10,57%), PPP 

58 kursi (8,15%), PKS 45 kursi (7,34%) dan PAN 42 kursi (6,44%). Perubahan 

peta politik ini khususnya dalam partai politik Islam disebabkan persoalan konflik 
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internal yang semakin membesar. Hasil pemilu 2009 dapat dikatakan pemilu 

terburuk, sebab partai politik Islam terlempar dari posisi 3 besar. PKS 

mendapatkan 51 kursi (7,88%),PAN 42 kursi (6,01%), PPP 35 kursi (5,32%) dan 

PKB 26 kursi (4,94%). 

Di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan 

persaingan dalam sebuah organisasi atau partai politik adalah sebuah kewajaran. 

Perbedaan itu disebabkan setiap manusia atau kelompok memiliki kepentingan, 

status, tujuan dan nilai yang tidak sama. Untuk mempertemukan kepentingan yang 

ada, maka diperlukan sebuah cara yang tepat dalam pengelolaannya sehingga 

tidak berujung perpecahan. Namun, perbedaan kepentingan itu kadang tidak 

mudah dikelola dengan baik sehingga berujung konflik yang dapat 

membahayakan eksistensi organisasi atau partai politik di masa mendatang. 

Secara umum, hampir dapat dikatakan konflik sudah menjadi bagian penting 

dalam partai politik Islam dimana menjelang Pemilu atau pergantian 

kepemimpinan partai konflik politik internal selalu bermunculan. Ketika 

momentum pergantian kepemimpinan parpol Islam disibukkan mengurus konflik 

internalnya sehingga berujung kepada kepemimpinan ganda (dualisme 

kepemimpinan). Akibat konflik itu tentunya berpengaruh kepada citra politik 

Islam di Indonesia secara keseluruhan.  

Kenyataan itu juga seakan membenarkan asumsi bahwa sejarah politik 

Islam Indonesia adalah sejarah konflik dan perpecahan, sehingga konsep ukhuwah 

selalu gagal diterjemahkan dengan baik. Kita masih menilai wajar jika terjadi 

konflik di zaman Orde Baru, sebab ada intervensi kekuasaan pemerintah dalam 
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setiap parpol. Tapi pada situasi sekarang, konflik parpol Islam menandakan 

kegagalan pengurus partai dalam mengelola manajemen konflik secara sehat dan 

dewasa. 

Perpecahan dalam parpol sampai saat ini disebabkan belum ada 

kedewasaan berpolitik. Perpecahan partai politik umumnya disebabkan oleh 

egoisme politik yang begitu besar dan  merupakan indikasi ketidakdewasaan 

partai tersebut. Ketidakdewasaan partai juga ditunjukkan dengan ketidak beranian 

partai politik terkait untuk menjadi independen. Ketidakdewasaan ini mudah 

terjadi, sebab penguasaan sumber daya politik memang cenderung bagaimana 

mengejar kekuasaan. Fenomena ini pun terlihat pada PPP yang terpecah dua 

antara faksi  Romahurmuziy dan faksi Djan Faridz. 

Menurut penulis, masa depan dari PPP terlebih setelah dilanda konflik 

internal ini akan tetap mempunyai tempat di masyarakat hanya saja memang harus 

lebih ekstra perjuangannya untuk tetap berjaya. Bukankah pelaut yang handal 

tidak dihasilkan dari mengarungi lautan yang tenang saja. Sama halnya dengan 

PPP yang diibaratkan sebagai pelautnya maka harus terbiasa untuk menghadapi 

banyak model „laut‟ dimana yang dimaksud adalah konflik yang mungkin saja 

hadir dalam perjalanan. Jika akhirnya banyak konflik yang melanda tubuh PPP ini 

maka positifnya adalah PPP bisa semakin berkembang di masa depan dengan 

catatan bila pengurus partai bisa mengolah konflik ini menjadi sesuatu yang 

menguntungkan untuk partai. Sesuatu yang menguntungkan bagi partai adalah 

dengan adanya konflik tersebut setidaknya masyarakat luas juga menjadi semakin 

mengenal PPP. Dan menjadi hal yang memalukan adalah jika PPP dikenal sebagai 
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parpol Islam yang rentan dihinggapi politik. Oleh karena itu, untuk tetap 

mengibarkan eksistensi partai di pemilu mendatang maka PPP benar-benar harus 

cermat mengolah konfliknya. 

Faksionalisme yang berkepanjangan jelas menyebabkan semakin 

melemahnya konsolidasi organisasi
40

. Para elit parpol saling melemahkan dan 

tidak saling mendukung. Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme ini, 

misalnya, faksi yang terpinggirkan cenderung membentuk parpol baru atau para 

politikus berpindah ke parpol lain sambil mencaci maki parpol yang pernah 

dihinggapi. Parpol gagal menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik akan 

berimbas terhadap institusi demokrasi (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan perilaku 

elit politik (pejabat publik) yang perekrutannya melibatkan parpol. Karena itu, 

problem di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sejatinya sangat 

mungkin merupakan imbas dari parpol gagal semacam itu
41

. Jika paprol gagal, 

maka tentu saja upaya maksimalisasi pelayanan publik menjadi ilusi alias tak 

pernah terwujud. Sama halnya dengan PPP, jika terlalu fokus pada konflik yang 

ada maka justru hanya akan melukai eksistensi partainya. 

Adapun berikut pernyataan dari  Mujahid Anshori: 

“Masa depan partai politik Islam ini tidak hanya bergantung pada pengurusnya 

saja. Seharusnya seluruh umat Islam juga bertanggung jawab atas hal itu. 

Nyatanya sekarang kan covernya aja partai Islam  tapi  isinya nasionalis semua. 

PPP ini satu-satunya parpol yang berazaskan Islam. Parpol Islam lainnya kayak 

PKB, PAN, PKS itu penganutnya aja yang Islam. Terus ada konflik kayak gini 

bisa jadi malah bikin banyak umat Islam tidak tertarik sama parpol Islam. Ya 

                                                           
40

Bima Arya Sugiarto, “Beyond  Formal Politics: Party Factionalism and  Leadership In 

Post-Authoritarian Indonesia” (Thesis tidak diterbitkan, Department Of  Political And 

Social  Change  Research  School Of Pacific And Asian Studies The Australian  National 

University, 2006) 126.  
41

Ibid. 
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selain memang pesona partai nasionalis lebih menjanjikan sepertinya, sampai-

sampai PKS pun sekarang kan jadi Partai Nasionalis. Jadi gimana caranya ini 

membuat parpol Islam lebih menarik”. 

 Karena corak PPP yang berbeda dari partai politik Islam lainnya ini 

setidaknya bisa dijadikan nilai lebih juga bagi pengurus partai untuk tetap 

mengibarkan eksistensi partainya. Menurut penulis pun PPP tetap akan 

berkembang di masa depan terlepas dari semua konflik yang ada. Sekalipun 

memang susah untuk mengembalikan kejayaan partai politik Islam saat seperti 

Pemilu 1999 lalu tetapi terus berada di pemerintahan hingga saat ini pun bukan 

suatu hal yang mudah terlebih memang partai politik Islam selalu menjadi pilihan 

kedua bagi masyarakat. 

 Masa depan partai berbasis Islam di Indonesia akan sangat rentan jika 

tidak segera melakukan perubahan. Menurut penulis, partai-partai Islam  memang 

tidak akan bisa menjadi besar tetapi tetap bisa terus menjadi kesatuan dalam 

pemerintahan. Karakter rakyat Indonesia yang mayoritas muslim memang 

cenderung menyukai keberagaman. Islam sendiri masuk ke Indonesia setelah 

sebelumnya masuk animisme, Hindu, Budha. Bahkan Islam sendiri di Indonesia 

ini sangat beragam dan lengkap, dari semua mazhab ada, bahkan berbagai aliran 

pun muncul dan banyak pengikutnya. 

 Sekalipun sering dilanda konflik, optimistisme tetap disampaikan oleh 

Musyaffa‟ Noer terkait masa depan PPP. Berikut pernyataannya: 

“PPP masih eksis. Sangat bisa eksis. Gak ada pengaruh dari DPW Pak Maskur. 

PPP sudah biasa kena angin. Kita loh partai politik harus paham hukum, apalagi 

kan partai Islam ya kudu tau etik. Yang diperebutkan Pak Maskur apa wong 

sudah bentuk pengurus baru kan. Dalam rangka menghadapi pilkada serentak, 

berjalan normal. Setelah ada konflik ini berjalan semakin harmonis. PPP tetap 
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menggunakan azas Islam sampai kapanpun karena itu jati diri partai. Yang 

penting selalu melakukan konsolidasi dan membuka jaringan-jaringan baru. 

Partai Islam khususnya memang belum terlalu mampu menjaring umat Islam 

secara keseluruhan. Partai Islam kendalanya biasanya di modal. Kalo partai 

nasionalis kan bisa terima bantuan dari luar negeri, nah PPP ini yang Islam 

moderat ya independent. Memang harus ada cara lain untuk tetap mengibarkan 

bendera PPP. Romy sekarang mulai masuk ke kampus-kampus, menjaring suara 

anak muda. Membangkitkan kesadaran betapa pentingnya partai politik Islam di 

Indonesia itu garda terdepan untuk membela syariat Islam di Indonesia. Partai 

Islam belum menonjol. Pencitraan dan kaderisasi harus dipegang teguh. Baru kali 

ini konflik PPP nyusun pengurus baru dari lawannya. PPP masih kekurangan stok 

kader, tapi yaa ini ketua umumnya masih muda dan terampil. Romy kader terbaik 

PPP. Kader, jelas kader. Lebih muda juga daripada Djan Faridz. Kan regenerasi 

dari SDA ke Romy. Romy kan keluarga besar kiai. Cucunya pendiri NU. Romy 

orangnya pinter dan cerdas. Djan Faridz terkait AD ART saja tidak menguasai 

kan memang belum pernah masuk PPP. Kalo Romy kan asli kader dari nol. 

Dalam rangka menghadapi persaingan ya memang Romy layak. Kan tidak hanya 

pinter dalam ilmu akademisi saja tapi agamanya juga. Djan Faridz itu Amar 

Ma‟ruf Nahi Munkar aja jadi Nahi Mankur. Salah pengucapan sampe 2 kali masa 

gitu mau jadi ketua PPP yang parpol Islam. Dari segi organisasi ya mumpuni ya 

Romy”. 

1. Menurut penulis, kunci utamanya  untuk sementara ini adalah rakyat Indonesia 

dengan latar belakang sosial, agama apapun lebih menyukai wadah yang 

menerima keberagaman. Partai Islam merupakan wadah politik yang homogen 

yaitu berdasarkan agama tertentu, yang menunjukkan ketidak beragaman. 

Sebaliknya partai-partai lainnya yang berlandaskan Pancasila alias menganut 

faham nasionalis atau kebangsaan lebih disukai karena dapat mewadahkan dari 

kalangan manapun, atau wadahnya sesuai dengan karakter dan sejarah rakyat 

Indonesia yang menyukai keberagaman. Oleh karena itu jika partai Islam 

khususnya PPP masih ingin bertarung pada pemilu kedepan, harus segera 

berbenah, dengan menyiapkan kader yang kapabel dan cakap. Selain itu juga 

harus memenuhi janji kampanye yang lalu sehingga dapat memperlihatkan 

etika baik sebagai pemenuhan janji kampenye mendatang sehingga partai Islam 

tersebut layak untuk dipilih kembali dalam pemilu kedepan. Masa depan partai 
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Islam memang tidak hanya bergantung pada internal partai saja melainkan juga 

butuh dukungan dari kaum Islam pula. Pelembagaan partai politik yang 

optimal akan bisa mengelola konflik yang ada. Karena pemilih Islam sekarang 

makin rasional. Tidak hanya tertarik pada isu-isu keagamaan saja tetapi sudah 

mulai paham tentang pencitraan yang baik secara ekonomi juga. Oleh sebab itu 

eksistensi parpol Islam bisa ditingkatkan dengan inovasi yang lebih kekinian 

sehingga konstituen tidak jenuh dengan konflik yang ada. 

Dalam ranah internal partai khususnya PPP, ketika terjadi konflik maka 

diupayakan penyelesaian dengan dialog yang intensif dan konsolidatif dengan 

mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Berbagai ketidakpuasan yang muncul dalam 

sebuah pergantian kepemimpinan atau kebijakan partai hendaknya disikapi 

dengan bijaksana, serta mengedepankan mentalitas siap menang dan kalah. Ketika 

mentalitas ini terkonstruksi, maka perasaan “kalah dan tersingkir” tidak akan 

pernah ada. Terbangunnya mentalitas itu juga menjadi contoh bagaimana 

mengelola konflik kepartaian secara sehat dan dewasa.  

Persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah meredakan ketegangan 

faksi politik dalam tubuh internal PPP. Jika konflik internal dapat terselesaikan, 

maka konsolidasi internal yang bertujuan mengorganisir, memobilisasi, 

merumuskan dan menyuarakan kepentingan umat Islam akan berjalan dengan 

lebih baik. Sekali lagi, kuncinya sekarang bermuara kepada sejauh mana partai 

politik Islam mampu mengelola konflik sehingga mampu merebut kepercayaan 

masyarakat pemilihnya. 
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Menurut penulis, PPP tetap bisa eksis di dunia perpolitikan Indonesia 

dengan merubah strategi partainya yang masih cenderung lebih sering menjual isu 

keagamaan saja menjadi partai Islam yang juga peka terhadap persoalan sosial 

masyarakat yang semakin kompleks. Konflik PPP masa Orde Lama hanya seputar 

tentang ideologi saja kini menjadi konflik tentang pragmatisme masyarakat juga. 

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai yang rentan dilanda konflik 

ditambah juga dengan semakin rasionalnya pemilih maka menciptakan atmosfer 

pragmatisme di masyarakat. Basis massa di PPP memang mereka para 

tradisionalis yang sangat menjunjung tinggi Urip Mati  yen PPP-nya, namun tetap 

harus diimbangi dengan strategi partai yang lebih modern sehingga tidak tergerus 

dengan konflik yang ada. Menuju partai yang lebih modern ini bisa diwujudkan 

dengan menjadi advokasi bagi masyarakat. Jadi tetap menjadi Partai yang 

menjunjung tinggi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar yang diwujudkan dalam isu-isu 

kebangsaan seperti pendidikan, moral, dan sebagainya. Menjadi partai Islam yang 

modern juga dengan memperhatikan manajemen kelembagaannya agar tetap 

berjalan stabil, menjunjung akuntabilitas keuangan partai, dan yang paling penting 

adalah melaksanakan program partai yang mengoperasionalkan kebutuhan 

masyarakat baik dalam hal ideologi maupun sosial. Faktanya bahkan sekarang 

masyarakat seolah sudah YES untuk Islam tetapi NO untuk Partai Islamnya. Oleh 

sebab itu citra parpol Islam, khususnya PPP lebih dibuat menarik dengan inovasi-

inovasi baru seperti kaderisasi dan konsolidasi yang dilakukan secara modern. 

Masa depan PPP sendiri jika dilihat dalam jangka pendek yakni adanya 

Pilkada Serentak ini maka penulis sepakat dengan pendapat Mujahid Anshori 
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yang menyebutkan bahwa selama konflik ini maka suara PPP akan menurun. 

Masyarakat yang cerdas tidak akan memilih partai yang berkonflik. Selain itu, 

sesuai dengan peraturan KPU bahwasanya Partai yang berkonflik tetap bisa 

mengirimkan calonnya dengan catatan dilengkapi dengan 2 (dua) rekomendasi 

dari masing-masing kubu. Jadi sekalipun dokumennya berbeda tetapi calonnya 

sama maka itu yang akan lolos. Hanya beberapa daerah yang calonnya sama, yang 

tidak sama yaa tidak bisa berangkat. Oleh karenanya tidak semua PPP bisa ikut 

Pilkada. PPP akan tetap menjadi partai yang dikagumi masyarakat jika strateginya 

ditambah dg menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. 

 


